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ABSTRAK
Haidir Iktibar

ANALISISHUKUM TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DONOR
DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA AKADEMI KEPERAWATAN
PANGKALPINANG

Skripsi Fakultas Hukum, 2017
Katakunci : Hukum Kesehatan, dan Tindak Pidana Jual Beli Darah.

Tindak pidana jua beli darah merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan
tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Setiap
orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana ppenjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
Penelitian ini mengangkat permasalahan: pertama, mengenai Bagaimanakah pengaturan
hukum tentang tindak pidana jua beli darah dalam kajian Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan? Kedua, Bagaimanakah kedudukan hukum Palang
Merah Indonesia sebagai badan hukum negara dalam pelaksanaan pelayanan kebutuhan
masyarakat terhadap darah? Tujuan penelitian Untuk mengetahui pengaturan hukum
tentang tindak pidanajual beli darah dalam kajian undang-undang nomor 36 tahun 2009
tentang kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif
sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis
empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban
dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa darah manusia didapat dari
pendonor darah secara sukarela. pemberian darah kepada pasien untuk tujuan
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. darah tidak boleh diperjua belikan
tanpa dalih apapun atau alasan apapun. Berdasarkan Surat Edaran Menkes RI Nomor
HK/MENKES/31/1/2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan, bahwa
tarif darah disesuaikan dengan tarif yang diatur di masing-masing daerah, maksimal
Rp.360.000.00 Per-Kantong. Hasil penelitian menunjukan juga bahwa mengenai
Pemidanaan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari
seseorang yang bersalah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah
dilakukannya.
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ABSTRACT

Haidir Iktibar

THE ANALYSIS OF LAW ABOUT THE REPLACEMENT FEE OF BLOOD
DONORS MANAGEMENT IN THE INDONESIA RED CROSS OF ACADEMY OF
NURSERY IN PANGKALPINANG

Thesis Of Law Faculty, 2017
Keywords: the law on health, criminal acts of buy and purchase blood.

Criminal acts of buy and purchase blood is an action against the law, the action
is regulated on the law number 36 of 2009 concerning on health. Anybody who is
intentionally sell and or purchase blood by whatever reasons asreferred to in article 90
paragraph (3) shall be convicted with imprisonment at the longest 5 (five) years and
fine at the most IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah). The issues of this
research are: first, about how is the legal arrangements regarding sell and purchase
blood in the study of law number 36 of 2009 concerning on health? ; second, about how
is the legal position of the indonesia red cross as the state legal entities in the
implementation of service community needs to blood? The purpose of thisresearch isto
know the legal arrangements regarding sell and purchase blood in the study of law
number 36 of 2009 concerning on health. The type used in this research is normative
juridical research while the approach used in this research is empirical juridical
approach. The theory used in this research is accountability theory and authority
theory. The result of this research indicates that human blood is obtained from
volunteer blood donors. Giving blood to the patient is for healing purposes and health
recovery. The blood may not sell and purchase without any reason. Based on circular
letter of the ministry of health number HK/MENKES31/1/2014 on the implementation of
standard rates of health care that blood rates is adjusted by the rate which set in each
region, the maximum rate is IDR 360,000.00 of each bag. the Result of this research
also indicates that criminalization is important part in criminal law; because it is the
culmination of a guilty man to account for all the deeds that he had been done.
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